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ilIenimbang : a. bahwa uniuk menjamin administrasi kewilayahan,

memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhailap

iuas wilayah suatu desa yang memenuhi aspek tei<nis

dan aspek yuridis di Kecamatan Serasan, Serasan Timur

dan Subi diiaksanakan kegiaian Fenghitungan dan

Penetapan Luas Batas Wilayah Tahun 2A16;

bahwa berdasarkan hasii peiaksanaan kegiatan

Penghitungan dan Penetapan Luas Batas Wilayah Tahun

?Qi-O di Desa Payak- terdapat Berbedaan Luas wilayah

dengan yang ditetapkan pada Peraturan Daerah Nomor 3

Tahun 2009 teutang Perubahan- a-tas Peratu-ran Daerah

Nornor 22 Tahun 2OAT tentang Pembentukan Desa

Harapan- Baru- m-erUa-cii Desa Payak Keearnatan Sera.san;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan

Peratrrran Daerah tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2OOT tentang
Damlranfrrlzan f)aoo lJaronan Elonr Wonamatan QaraconI' lavviiuUllqrl sVUq lrqrqH4rl Vs u rlvv4^lrqLurr vvlqwlr.
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lviengingat :
I i 6 i l-\ r, 7 ,? - .1 lt- - .--1. 1'1i. i'asai i 6 ayal [o, unoang-unoang rJasar l\egara t(epuoIlK

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang i{omor 53 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan

Huiu, Ka'oupaten Rokan Hiiir, Kabupaten Siak,

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten

Kuantan Singingi cian Kota Batam (i,embaran iriegara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan

Lembaran iriegara Repubiik incionesia i.[omor 39O2j

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir

ciengan Unciang-Unciang lriomor 34 Tahun 2OO8 tentang

Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53

Tahun i999 tentang Pembentukan Kabupaten

Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan

Hiiir, Kabupaien Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten

Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam

(Lembaran iriegara Repubiik Incionesia Tahun 2008

Nomor lA7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Inrionesia Nomor a88oi;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OAZ tentang

Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 111,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

ace7l.lzv. t,

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang

Ferimbangan Keuangan Antara Pemerintah hrsat dan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

indonesia Tahun 2AA4 Nomor L26, Tarnbahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor aa38l;

Undang-Undang iiomor 12 Tahun 2O't't tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2O'tl

Nomor 82, Tambahan, Lembaran Negara Republik
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indonesia i.iomor 5234i sebagaimana teiah riiubah

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Ferribahan Ai"as Unciang-Undang iiomor i2 Tahun 2A1'r

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(tembaran Negara Repubiik indonesia Tahun 2Ai9

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik

inrionesia i.[omor 6-398i ;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa

(t embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4

Nomor 7, Tambahan l,embaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5a95);

ry 1 Tr,--t-,-- rr-,----- n6 m-1----- t1l\1 nuiroairg-ulrctalrg Nolror zJ tarrurr zv L+ Lerrlii.ng

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

indonesia Tairun 2A14 iilomor 244, T'arnbairan Letrrbaratr

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

'r-eialr riiubaii beberapakaii terakiiir dengatr Undaiig-

Undang Nomor 9 Tahun 2OI5 tentang Perubahan Kedua
AL tr-l----TT--l---- lt------. d4 m^l-===- l1!\'1 ,Atas Undang-Undamg iiomor 23'i'aituir 'zvi+ tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Iirrionesia Tairun 2A15 Nornor 58, Tarribahan Lerrrbararr

Negara Republik Indonesia Nomor 5679l.:'

Feraturan Femerintatr i.iomor 43 Tahun 2al4 teniang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2A14 teniang Desa (L,embaran IYegara Repubiik

Indonesia Tahun 2A14 Nomor 123, Tanbahan Lembaran

iYegara Repu'oiik indonesia i.lomor 5539);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 'tentang

Pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ot9 Nomor 42, Tambahan

lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 632211'

Peraturan ivienteri Daiam Negeri i'{omor i3 Tahun 2A06

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,

sebagaimana ielah ciiubah beberapakaii terakhir <iengan
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13.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun ?OLL

tentang Pembahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesiel Tahun 2OLl Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2OL6

tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa

{Benta Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

1038);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2OtT

tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 155);

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 22 tahrtn

2OO7 tentang Pembentukan Desa Harapan Baru

Kecamatan Serasan (Iembaran Daerah Kabupaten

Natuna Tahun 2OO7 Nomor 22l. ssbagaimana tElah

diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2OO9

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 22

Tahun 2OOZ tentang Pembentukan Desa Harapan Baru

Menjadi Desa Payak Kecamatan Serasan (Lembaran

Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2OO9 Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun

2OO8 tentang Pembentukan Kecamatan Serasan Timur
(Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2008

Nomor 18);

t4.

Dengan Persetqiuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAI(YAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

dan

BUPATI NATUNA
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Menetapkan :

MEMUTUSI(AN:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 22
TAHUN 2OO7 TENTANG PEMBENTUKAN DESA HARAPAN

BARU KECAMATAN SERASAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan datam Peraturan Daerah Kabupaten

Nattrna Nomor 22 Tahun 2oo7 Tentang pembentukan Desa

Harapan Baru Kecamatan Serasan (Lembaran Daerah

Kabupaten Nahrna Tahun 2ooz Nomor 22) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor g Tahun 2OOg

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 22 Tehun
2oo7 tentang Pembentukan Desa Harapan Baru Menjadi Desa

Payak Kecamatan Serasan (kmbaran Daerah Kabupaten
Natuna Tahun 2AO9 Nomor 3), diubah sehingga berbunyi
sebagai berikr.rt:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 3

(1) Desa Payak terbenttrk dari Pemekaran Desa Air
Nusa Kecamatan Serasan atas prakarsa masyarakat

dengan memperhatikan asal usul desa sesuai

dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

(2) Luas wilayah Desa Payak adalah + L.|Z2,OZO Ha

dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan I"aut China

Selatan;

- Sebelah Selatan berbatas dengan Laut China
Selatan;

- Sebelah Barat berbatas dengan Desa Arung Ayam;

- Sebelah Timur berbatas dengan Desa Air Nusa.
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(3) Peta lVilayah Desa payak sebagaimana tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Fasal 4

Desa Payak berkedudukan di Kecamatan serasan Timur.

Pasal II

Perattrran Daerah ini berlaku sejak tanegal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Dite

2Dt9

D RIZAL4
Diundangkan di Ranai

pada tanggat A Dt/low&<r lltg

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN NATUNA,

LEMBARAN DAERAH IGBUPATEN

NOMOR REGISTER PERATURAN

KEPULAUAN RrAU: 37t62 / 2\tq

NATUNA TAHUN 2OL9 NOMOR 3d

DAERAH KABUPATEN NATUNA PROVINSI

di Ranai
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Lampiran Peraturan Daerah
Kabupaten Natuna
NomorJ8Tahun 2019
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PETA DESA PAYAK
Kode Wilayah : 21.03.19.2005

SKALA l:13.000

PETUNUK LEIM PflA

Sistem Proyeksi : ....................................... Tranverse Mercator

SistemGrid :.......................................GridGeografidanGridUniversalTransversel\.4ercatorZona49N

Datum Horizontal : ...... ........ . ...... ...... SRG1 2013

DIBUAT DAN DTTERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA
Jl. Batu SBir- BukilArai, Ranai - Natuna 29783, lndonosia.
@Copyright 20{8, All Righb Reseryed-
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Gans Panbl - Pusal Pemebai Kelaulan dan Lingbngan Panla

NomorTK

TKOl
TK02

TK 03

TK04

TK 05

TK 06

TK 07

TK 08

TK 09

Ljntang Bujur

2" 31',47,9" 1V \09"1't2,1" 81

2" 30',7,8" LU 109'4', 19,7" BT

2' 29',51,8" LU 109'4' 16,3" 8T

2' 29' 46,6" L0 109'4' 15,4" BT

a" 29' 4a,6" LU 109' 3' 50,1" Br
2" 30'24,4" LU 109" 3'46,4" Br

2" 31',9,6" LU 109'3 43,6" BT

2" 31', 18,5" tU 109'3 55,5" BT

2" 31' 74,9" LU 1O9' 3 443" Br

Sumber DeE dan Riway€t Pda - Babs Wilayah Administrasi Tahuf, 2016

Pusat Pemetaan Balas Wllayah

- Dab Digital Pela Rupa Bumi lndonesia Skala 1 : 50.000

Badan ln{ormasi Geospasral r Tahun Launching 2016

- oata Cilra Tegak Satelit Resolusi Tinggi, ofrhosistemalis Tahun ; 201 6

- oah Cita &semapkccls 10.2

- Data Cita Satelit G@gle Earth sebagai pengidentilikasi objek lapangan.

1. Sumberdata yang digunakan uniuk mengidenlifikasi obyek yang dijadikan sebagai balas des pada cilra

I satelit adalah sebagar berikul

a. Citra Pleiades

b. CitE Digilal Globe

c. Citra G@gle (untuk kecamalan *rasan dan seEsan limur)

2. Sumberdah berupa cita stelitharus menggunakan daia cifa dqri glG, LAPAN, ahu Pemerintah Dae€h

yang dik@rdinasikan dengan LAPAN. lJntuk slmhrdata yang hllm teMdia (no 1 poin c) harus di ambil

dari BIG abu LAPAN. Jika daiadasryang dimaksud belum le6edia, maka pemenitah daeEh harus

bed(oordinasi dengan LAPAN uniuk membeli data le6ebul.

3. Cilts Sale{itdi dalam Peta ke4a yang dilendalanganl oleh piiak des dan kecmatan b6 um diketahui nilai

aku€sinya dikarenakan bslum ada prc*sgcp dan odhoraklifil€si.

4. Sumberdatadalam benlukcitB satelit hars dilakukan proses pengambilan GCP dan oftho€kffrkasi unt!k
mendapatkan citra telak satelit re$lusi tinggi (CTSRT).

5.oeskripsi gails batas, penanda balas, dan lnfomasi batas yang tertuang dalam berita acaradapat

diqunakan sebagai derrekonstuksi gans balasdi CTSRI
6. Setelzh teBdia C

yang

gais babs, hponim, setu koordinat yang lergambardalam peh dan

harus drsesuaikan denqan cita temsbut (CTSRT)

indikatifi sementaa daft harus di hilung kembali sb ah
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